
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat
I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4286);

Menimbang :a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, perlu disusun Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Perubahan (RKPDP)Tahun Anggaran
2019;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan memuat
arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen
Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam
melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Kabupaten
Bima Tahun Anggaran 2019;

BUPATI BIMA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

RENCANA KERJA PEMERINTAB DAERAH PERUBAHAN
KABUPATEN BIMA TABUN ANGGARAN 2019

TENTANG

PERATURANBUPATIBIMA
NOMOR2.iTAHUN2019

BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26,
Tambahan Lembaran NegaraNomor4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang 2005 - 2025. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4700);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor96)

10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor6041);

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;

12. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Paembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana KerjaPemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor22 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD)
Tahun 2019;

14.Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Barat Nomor 12Tahun
2018 tentang Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD)Provinsi
Nusa Tenggara Baiat Tahun 2019;

v



1) RKPDPsebagaimana dimaksud Pasal 2 sebagai pedoman Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)dalam menyusun KUPA
dan PPASPuntuk kemudian dimintakan persetujuan DPRD.

2) PPASP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah
mendapat persetujuan DPRD selanjutnya menjadi Pedoman
menyusun APBDPerubahan Tahun 2019.

Pasal3

RKPDPTahun 2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal2

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bima
3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bima.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan yang selanjutnya
disebut RKPDPadalah Dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

6. Kebijakan Umum Perubahan APBDyang selanjutnya disebut
KUPA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang
selanjutnya disebut PPASPadalah rancangan program prioritas
dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP)
Perangkat Daerah sebelum dan setelah disepakati dengan
DPRD.

Pasall

TENTANG ~NCANA KERJA
PERUBAHAN KABUPATEN SIMA

BUPATI
DAERAH

PERATURAN
PEMERINTAH
TABUK 2019.

MEMUTUSKAN:

15. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD)Kabupaten Bima Tahun 2019;

16. Peraturan Bupati Bima Nomor 22 Tahun 2017 tentang Review
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Bima Tahun 2016-2021.

Menetapkan :



",'

AMARMARUF
Nip. 196603111993031007

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALABAGIANHUKUM,

BERITADAERAHKABUPATENBIMATAHUN2019 NOMOR..~~

H. M. TAUFIK HAK.

Diundangkan di: Bima
pada tanggal : ~ ~. 2019

SEKRETARISDAERAHKABUPATENBIMA,
ttd

Hj. INDAII DRAMA YANTI PUTRI

BUPATI BIMA,
ttd

2019
Bima ,

~~

Ditetapkan di
pada tanggal

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bima.

Pasa14

 


